GUBERNUR SULESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1126 / VI /| TAHUN 2019
TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PENYERAHAN KEDUA, TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM ORANG
TAHUN 2015 KEBAWAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2019, Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum Orang diberikan insentif Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) sebesar 70% dari dasar pengenaan PKB dan
BBNKB;

b. bahwa untuk mendapatkan insentif sebagaimana
dimaksud huruf a, Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
Orang harus berbentuk badan hukum sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014,

c. bahwa untuk memaksimalkan dan mendorong pemilik
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang melakukan
kewajiban balik nama kendaraannya menjadi badan
hukum, perlu membebaskan pembayaran Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB-II),
Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Khusus
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang Tahun 2015
kebawah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  tentang
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyerahan Kedua (BBNKB-II), Tunggakan dan Denda
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Khusus Kendaraan
Bermotor Angkutan Umum Orang Tahun 2015 Kebawah
di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor S Tahun 2015 tentang
Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 364);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 281);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 296);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90).

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyerahan Kedua (BBNKB-II), Tunggakan dan Denda Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) Khusus Kendaraan Bermotor
Angkutan Umum Orang Tahun 2015 Kebawah di Provinsi
Sulawesi Selatan.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
diberikan khusus kepada Kendaraan Bermotor Angkutan
Umum Orang yang akan mengubah status kepemilikannya
dari perseorangan menjadi berbadan hukum yang memiliki
Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang Dalam
Trayek/Tidak Dalam Trayek.
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KETIGA Pemberian pembebasan BBNKB-II meliputi:
a. pokok Pajak BBNKB; dan
b. sanksi administrasi BBNKB-II.

KEEMPAT : Pemberian pembebasan tunggakan dan denda PKB meliputi:
a. pokok tunggakan PKB; dan
b. denda PKB
sehingga pembayaran PKB yang dibayar hanya PKB tahun
berjalan.
KELIMA : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
mempunyai tugas untuk:
a. memantau, mengoordinasikan, mensosialisasikan,
mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini;
dan

b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan
mengambil langkah-langkah yang perlu dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
diktum KELIMA, Kepala Badan Pendapatan Daerah
bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Juni 2019

UBERNUR SULAWESI SELATAN,

rof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Tembusan:

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel di Makassar;

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulawesi Selatan di Makassar.
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